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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : TRI MANORA, S.Sos.  

Jabatan : Panewu Bambanglipuro 

 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : BUPATI BANTUL  

 

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

PIHAK KEDUA 

BUPATI BANTUL 

 

 

 

 

 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 31 Januari 2025 

 

PIHAK PERTAMA 

PANEWU  

 

 

 

 

 

TRI MANORA, S.Sos. 

NIP. 197004071990031004 

 

mailto:kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id


Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I 

TABEL KINERJA  

TAHUN 2025  

 

 

Perangkat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro 

Jabatan : Panewu Bambanglipuro 

Tahun Anggaran : 2025 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

administrasi pada 

masyarakat   

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Kapanewon 

Angka 97 Triwulan 1 - 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 97* 

2.  Meningkatnya 

pembinaan 

kelembagaan adat 

dan tradisi 

Cakupan 
pembinaan 
kelembagaan 
adat dan tradisi. 

% 100 Triwulan I - 

Triwulan II - 

Triwulan III - 

Triwulan IV 100* 

3.  Meningkatnya 

penyelenggaraan 

urusan 

keistimewaan yang 

berkualitas  

Persentase 

perencanaan dan 

pengendalian 

urusan 

keistimewaan 

yang berkualitas 

% 100 
Triwulan 1 

- 

Triwulan 2 
- 

Triwulan 3 
- 

Triwulan 4 100* 

4.  Meningkatnya nilai 

AKIP 

Capaian nilai 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

% 83 
Triwulan 1 - 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 83* 

5.  Meningkatnya 

penyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

Cakupan 

penyelenggaran 

pemerintahan dan 

pelayanan publik 

% 95 Triwulan 1 - 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 95* 

6.  Meningkatnya Cakupan % 93 Triwulan 1 - 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pemberdayaan 

kepada masyarakat 

pemberdayaan 

kepada 

masyarakat 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 93* 

7.  Meningkatnya 

kinerja 

penyelenggaraaan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

 

Cakupan 

Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Kapanewon 

% 100 Triwulan 1 - 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 100* 

8.  Meningkatnya 

kinerja 

penyelenggaraan 

urusan 

pemerintahan umum 

Cakupan 

Stabilitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Umum 

% 100 Triwulan 1 - 

Triwulan 2 - 

Triwulan 3 - 

Triwulan 4 100* 

 
 
Keterangan: 
 
1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Bambanglipuro sedangkan sasaran 

nomor 2 -7 adalah sasaran program. 

2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 

 

No Nama Program Anggaran 

1.  
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) 

Rp 60.000.000,- 

2.  

Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) 

Rp 100.653.100,- 

3.  
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 
Rp 3.447.233.126,- 

4.  
Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pelayanan Publik 
Rp 33.174.000,- 

5.  
Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 
Rp 97.556.000,- 

6.  
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 
Rp 148.676.000,- 
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No Nama Program Anggaran 

7.  
Program  Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 
Rp 14.150.000,- 

 Jumlah Anggaran Rp 3.901.424.226,- 

 

 

3.  *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA  

TAHUN 2025 

 

 
Uraian Sasaran  

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Bambanglipuro sebagai 

penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administras. Sehingga dapat 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei 

Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima 

umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di 

Kapanewon.  Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan 

dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit 

pelayanan tersebut. 

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5357); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. 

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. 

 

 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu : 

No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

1.  IKM 

Kapanewon 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

adalah ukuran statistik yang 

digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah, layanan publik, 

atau produk/jasa tertentu. IKM 

Perangkat Daerah menggambarkan 

kualitas layanan publik pada 

Nilai SKM = Total 

dari persepsi Per 

unsur  dibagi Total 

Unsur yang terisi 

dikali Nilai 

Penimbang. 

Kapanewon 

Bambanglipuro. 

 

Nilai IKM 

didapat dari 

hasil questioner 

yang diperoleh 

secara online, 
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No Uraian Relevansi Formulasi 
Sumber 

Data 

Perangkat daerah tersebut. Survei 

Kepuasan Masyarakat 

dilaksanakan dan diolah pada 

periode tertentu dengan  responden 

dari berbagai kalangan masyarakat 

pengguna layanan.  

dan diisi melalui 

aplikasi SKM 

oleh responden 

yang menerima 

layanan. 

 

 

Target Kinerja  

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

IKM 
Kapanewon 

97 Target tersebut lebih tinggi dibanding dengan 
target dokumen Perubahan Renstra Kapanewon 
Bambanglipuro periode Tahun 2021-2026 dan 
dokumen Rencana Kinerja tahun 2025 sebesar 
95 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 
96,49. Target tersebut sudah melebihi dari 
capaian tahun-sebelumnya (n-1) 

Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja 
serempak antara Kepala PD dan Bupati yang 
diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam 
acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 
di Ruang Mandala Saba. 

 

 

 


















































